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PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR ′ TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH iAPBD)KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Lampiran
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 33 Tahun 2Ol3 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2014, dipandang perlu
melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor
33 Tahun 2Ol3 tentang Pedoman Pelaksaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2014.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
PembentukanDaerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun L974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1985 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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4. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a4ool;

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah
beberapa ka1i, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O08 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a438);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2Oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aO28);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a9721;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201l tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oll Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor I37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor a578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a6O9);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6tfl;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 46931;
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a737);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kaii, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2 1 Tahun 2Oll;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L7 Tahun 2OO7
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45|PRTlMl2OO7
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2Ol3
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72lPMK.O2l2Ol3
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2Ol4
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 538);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2OO9;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor
13);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010
Nomor 85);
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2Ol3 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Situbondo Tahun 2Ol4 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2Ol2 Nomor 16).
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN   ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH:APBD)KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN 2014.

Pasal I

Beberapa Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 33 Tahun 2Ol3 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol4 diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Bab VI Standar Biaya Pemerintah

Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol4 nomor 5 huruf b

tentang Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/

Pengadaan Barang/Jasa diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pengadaan Barang/Jasa konstruksi dengan nilai

Rp. 100 Juta s/d Rp. 500 Juta atau Jasa Konsultansi

Rp. 50 Juta s/d Rp. 200 Juta.

2. Ketentuan pada Bab VII Perjalanan Dinas huruf b tentang

Keterangan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETERANGAN:

1. Bagi  PNS  Golongan  HI  dan IV dapat

menggunakan sarana angkutan darat atau

angkutan udara, sedangkan untuk PNS Golongan

II dan Golongan I menggunakan angkutan

darat/laut (bus, kereta api, kapal laut) kecuali

ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang

sesuai dengan tingkat urgensinya.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) dalam rangka melaksanakan tugasnya

atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah

baik dalam daerah, luar daerah maupun luar

negeri diberikan biaya perjalanan dinas sesuai
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standar perjalanan dinas Wakil Bupati.



6

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) dalam rangka melaksanakan tugasnya

atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah

baik dalam daerah, luar daerah maupun luar

negeri diberikan biaya perjalanan dinas sesuai

standar perjalanan dinas Pejabat Eselon ll a'

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

3.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 1" 
-

BUPATI SITUBONDO,

Diundangkan di $itubondo
pada tanggal i l ;', r

SEKRETARIS DAERAH
I{ABUPATEN SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

BERITA DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDo TAHUN 2oL4 NoMoR e
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